
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara, 
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Banjarnegara; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanadiubah telah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 182);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 96 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 96,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang
tertentu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup.



8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah kriteria Kelas UPTD
dengan beban kerja kecil.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di
lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Sampah
Kelas B pada Dinas;

(2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) UPTD Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan sampah.

(2) UPTD Pengelola Sampah dipimpin oleh Kepala UPTD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Pengelola Sampah, terdiri atas:
a. Kepala UPTD; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas UPTD

Pasal 5

(1) UPTD melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan
pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang
Pengelola Sampah.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta
pedoman pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan Dinas
dan lembaga terkait guna terwujudnya sinkronisasi,
harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas;

d. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan
dan naskah dinas lingkup UPTD sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan;

e. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas UPTD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan lokasi Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

g. melaksanakan pengelolaan pengangkutan sampah dari
Tempat Penampungan Sampah (TPS) sampai dengan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);

h. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan pengkajian data
administrasi Urusan Tempat Pemrosesan Akhir;

i. pelaksanaan pengelolaan, pemrosesan dan pemanfaatan
sampah untuk keperluan kompos dan keperluan lainnya
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria kebijakan
umum daerah mengacu pada kebijakan umum nasional dan
provinsi;

j. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan sarana
prasarana UPTD;

k. melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal
pemerintah di lingkungan UPTD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan
dapat berjalan dengan lancar;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

n. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan
dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian
jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional
dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab secara
operasional kepada Kepala UPTD.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan UPTD, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan
berkala secara tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di
bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BUDHI SARWONO 

BUPATI BANJARNEGARA, 

~~ ... 
Ditetapkan di Banjamegara 
pada tanggaJ ie - t:>. - ~ol'?) 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PasaJ 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nornor 55 Tahun 2018 tentang Pernbentukan, Kedudukan, 
Susunan Organisasi Tugas d.an Tata KeIJa Unit Pelaksana Teknis Daerah 
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara [Berrta Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan 
tidak bcrlaku. 

PasaJ 13 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat Pcraturan Bupati ini mulai berlaku. Pejabat yang ada tetap 
rnenduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai clengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasa.rkan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

BAl:3 IX 
KETENTUAN PERALJHAN 

Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan srruktural eselon IVb atau 
jabatan pengawas 

Pasal 11 

BAB viu 
JABATAN UPTD 

Biaya yang dibebankan untuk menunjang pelaksanaan tugas UPTD, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banjarnegara dan sumber lain yang diperoleh secara sah berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

BAB VII 
PEMBlAYAAN 

pengundangan 
Berita Daerah 

Agar seuap orang rnengetahurny a. rnemermtahkan 
Peraturan Bupan im dengan penempatannya dalarn 
Kabuoate ..... Barnarneeara .~ - r- • . (... •.1c... • • ...,c.... e1. 



BERITA AERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMORW 

.. 

Diundangkan di Banjarnegara 
pad ggal \ 0- \:;>. _ ?O\~ 

TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
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